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BAB IV 

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM AMIEN RAIS KAJIAN 

TENTANG DEMOKRASI, TUJUAN NEGARA, 

SISTEM PEMERINTAHAN, HUBUNGAN AGAMA 

DAN NEGARA 

 

A. Pemikiran Amien Rais tentang Demokrasi dan Tujuan 

Negara 

Amien Rais Pernah mengatakan, “I bilieve in democracy 

100 percent. Becouse democraty runs paralle; with basic Islamic 

teachings.” Amien Rais memang meyakini kebenaran kata-

katanya dalam bahasa inggris itu. Dalam ekspresi lain, demokrasi 

itu kompatibel dengan Islam. Amien Rais tidak mau kalau dibuat 

istilah sebaliknya, yaitu Islam kompatibel dengan demokrasi. 

Islam jauh lebih luas, lebih sempurna, lebih unggul, dan lebih 

menyeluruh dibandingkan dengan ajaran demokrasi. Islam adalah 

God-made, sedangkan demokrasi man-made. 

 Amien Rais Percaya bahwasannya demokrasi tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Inti demokrasi adalah 
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musyawarah dan memilih. Setelah pemilihan usai, maka sistem 

musyawarah yang berjalan. Baik itu di Kongres Amerika, di 

House of Representatives di Inggris, atau di DPR RI, setelah 

pemilihan usai, muaranya adalah musyawarah. Dalam 

musyawarah, suatu persoalan kadang-kadang bisa diputuskan 

secara bulat dan kadang-kadang lewat poting. 

 Kita juga telah diberi contoh oleh Nabi SAW. Ketika Nabi 

memimpin masyarakat sebagai rasul dan pemimpin negara, nabi 

tidak segan-segan melakukan musyawarah dengan para 

sahabatnya untuk menentukan strategi peperangan yang akan 

dihadapi. Demikian juga setelah Nabi SAW. Wafat, kita diberi 

contoh tentang pelaksanaan penentuan pengganti Nabi yang 

dilakukan lewat musyawarah. Sesungguhnya penentuan 

semacanm itu merupakan ajaran demokrasi (kata Amien Rais).
1
 

Menurut Amien Rais, Model demokrasi yang tepat bagi 

bangsa Indonesiaadalah demokrasi yang tidak usah diberi embel-

embel, seperti demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, 

demokrasi sentral, demokrasi liberal dan lain-lain. Jadi, 

                                                             
1
 Bagus Mustakim dan Nurhuda Kurniawan, Amien Rais,..., h. 133. 



 
 

73 

demokrasi yang tepat adalah yang apa adanya, yaitu 

mengunggulkan musyawarah dan voting, kemudian berlaku one 

man, one vote, one value(satu orang satu suara dan satu nilai).
2
 

Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi yang 

bersifat universal yang ciri-cirinya antara lain, pertama bahwa 

massa rakyat yang mengawasi para pemimpinnya, bukan 

pemimpinya yang mengawasi rakyat. Kedua, ada empat 

kebebasan demokrasi yang akan kita jamin, yakni kebebasan 

berbicara, kebebasan memeluk agama, kebebasan dari rasa takut, 

serta kebebasan dari kebutuhan pokok (masing-masing orang 

harus terjamin). Demokrasi yang akan kita kembangkan tentunya 

sesuai dengan budaya kita. Rule Of Low juga harus ditegakkan.
3
 

Kesepakatan Amien Rais menjadikan demokrasi sistem 

yang ideal, setidaknya didasarka pada, pertama, demokrasi 

dipandang lebih mampu menjamin berlangsungnya mekanisme 

Check and balances antara mereka yang sedang berkuasa dengan 

                                                             
2
 Bagus Mustakim dan Nurhuda Kurniawan, Amien Rais,..., h. 135. 

3
Muhammad Najib, Amien Rais Dari Yogya ke Bina Graha, (Jakarta, 

Gema Insani Press, 1999), h. 52.  
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mereka yang sedang tidak berkuasa dengan mematuhi aturan-

aturan permainan secara legal-konstitusional. 

Kedua, demokrasi menjamin setidak-tidaknya empat 

kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat (freedom of 

specch), kebebasan pers (freedom of pers), kebebasan beragama 

(freedom of religion), dan kebebasan dari rasa takut (freedom of 

fear). 

Ketiga, dalam sistem politik yang demokratis berlaku 

prinsip the people control the leaders dan bukan sebaliknya. 

Prinsip ini adalah prinsip yang penting dalam demokrasi. 

Sedangkan prinsip the leaders control the mass adalah 

otoriterisme. Amien Rais sepakat dengan definisi demokrasi 

sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat 

(goverment of the people, by the people, and for the people). 

Keempat, dalam sistem demokrasi ada kesediaan untuk 

melakukan sharing of power dengan pihak lain agar tercapai 

keseimbangan hormonis diantara kelkuasaan sosial-politik, 
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sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang menjadi warga 

negara  kelas dua. 

Kelima, demokrasi menjamin rakyat untuk menepatkan 

wakilnya dilembaga-lembaga perwakilan secara bebas. Dan 

keenam,dalam sistem demokrasi juga ada aturan main (rule of 

games) yang jelas dan semua aturan main dilandaskan pada 

prinsip-prinsip moral yang jelas pula. 

Dengan pemahaman demokrasi yang seperti ini, tidak 

heran kalau Amien Rais tampak begitu kecewa terhadap 

pelaksanaan demokrasi pancasila. Demokrasi yang diharapkan 

bisa lebih baik dari dua demokrasi yang pernah berlaku 

sebelumnya, demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, dalam 

prakteknya cenderung bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. 

Amien Rais misalnya mencontohkan keberadaan lembaga-

lembaga perwakilan, seperti MPR dan DPR yang menjadi 

subordinasi dari kekuasaan eksekutif.
4
 

 

                                                             
4
 Ma’mum Murod Al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik,..., h. 

222-223. 



 76 

Tujuan Negara menurut Amien Rais  

Pemikiran politik Doktor jebolan Chicago University 

Amien Rais dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap syari‟ah. 

Hakekat syari‟ah menurut Amien Rais bertujuan untuk 

membangun kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai kebajikan 

(ma‟rufat), dan memebersihkan dari berbagai kejahatan 

(munkarat). Dalam hal ini ma’rufat mencangkup segala kebajikan 

(virtues) dan seluruh kebajikan (good qualities) yang diterima 

oleh nurani manusia sepanjang masa. Sedangkan mungkarat 

menunjukan pada segenap kejahatan dan keburukan yang selalu 

bertentangan dengan nurani manusia. Dengan demikian, syari‟ah 

dapat dikatakan sebagai suatu sistem hukum yang lengkap dan 

terpadu. 

Karena suatu hukum hanya bisa dilaksanakan jika ada 

otoritas yang melaksanakan penerapan hukum (low enforcement), 

maka menurut Amien Rais pelaksanaan syari‟ah memerlukan 

adanya suatu kekuasaan politik. Sehingga dalam pandangan 

Islam, negara adalah penjara syari‟ah supaya tidak mengalami 

deterioration dan penyelewengannya. Penggagas „Poros 
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Tengah‟ini menambahkan, sebagai sistem hukum yang lengkap, 

syariah telah meletakan dasar-dasar(fundamentals), tidak saja 

bagi hukum konstitusional, tapi juga untuk hukum hukum 

administrasi, pidana, perdata bahkan hukum internasional. Yang 

diberukan syari‟ah adalah dasar-dasar atau landasan, mengingkat 

masyarakat tumbuh secara dinamis dan selalu menghendaki 

adanya keluwesan, kreatifitas, dan dinamika hukum. Karena itu, 

menurut Ketua Umum DPP PAN ini, selain terdapat bagian-

bagian yeng tidak dapat diubah, dalam syari‟ah ada pula bagian 

yang bersifat lentur, fleksibel, agar dapat memenuhi tuntutan 

perubahan zaman yang dinamis.
5
 

Prinsip-prinsip Dasar Negara 

Mengenai prinsip-prinsip dasar negara, sangat tampak 

bahwa Amien Rais mendasarkan wacananya lebih pada konsep 

dasar tekstual Islam (Al-Qur’an dan sunah Nabi saw). Kesan itu 

muncul jelas dari petunjuknya yang kuat kepada kedua sumber 

dasar Islam  itu ketika pembicaraan unsur-unsur yang terkait 

dengan prinsip-prinsip dasar negara. Menurutnya Al-Qur’an dan 

                                                             
5
 Ma’mum Murod Al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik,..., h. 

208. 
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sunah menekankan beberapa nilai politik atau prinsip 

konstitusional yang harus ditegakan dan dijadikan pilar-pilar 

suatu pengelolaan suatu pemerintahan(negara). Prinsip-prinsip 

ajaran sosial politik Islam tersebut meliputu keadilan (al‟adalah), 

kebebasan atau kemerdekaan, persamaan (al-musawah), 

persaaudaraan (al-khuwah), musyawarah (al-syura), keterbukaan, 

pertanggungjawaban penguasa terhadap rakyat (al-mas‟uliyah), 

dan amanah.
6
 

Signifikansi Negara 

Pada Umumnya, negara disatu sisi dipandang memiliki 

kewenangan yang sah untuk memertahankan sistem dominasi 

sosial, sedangkan di sisi lain, dianggap sebagai fokus 

pengorganisasian konsensus mengenai kepentingan umum dalam 

masyarakat, karena hal itu yang menjadi basis legitimasinya. 

Menurut Amien Rais, dalam pemerintahan negara tersirat 

dua tujuan pokok: tegaknya keyakinan agama dan terpenuhinya 

kepentingan rakyat. Kedua tujuan pokok itu mesti diarahkan 

kepada tujuan akhir, kebahagiaan di akhirat. Artinya bahwa 

                                                             
6
 Akh. Muzakki, Mengupas Pemikiran Agama dan Politik, Amien 

Rais Sang Pahlawan Reformasi, (Jakarta, Lentera, 2004), h. 113. 
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kedua tujuan pokok pemerintahan itu bukanlah tujuan akhir 

kehidupan, melainkan sekedar tujuan antara menuju tujuan akhir 

yang bersifat abadi. Adapun tujuan yang berkaitan dengan 

terpenuhinya  kepentingan rakyat secara luas dapat dicapai 

melalui apa yang dinamakan al-siyasah al-syar‟iyah,yakni politik 

atau kebijakan untuk menerapkan syari‟ah sesuai konteks 

permasalahan. 

Dengan demikian tampak jelas dari pemikiran Amien 

Rais bahwa yang memiliki kekuatan melaksanakan penerapan 

hukum adalah negara, sehingga muncul beberapa pemahaman 

dari dirinya: “ negara adalah penjaga syari’ah” agar tidak 

mengalami pembusukan dan penyelewengan; negara merupakan 

“alat syari’ah” yang mengatur dimensi kehidupan manusia secara 

keseluruhan; negara berfungsi sebagai “lembaga penjaga” 

keteraturan dan tertib hukum, politik, budaya, akhlak, dan lain-

lain.
7
 

 

 

                                                             
7
 Akh. Muzakki, Mengupas Pemikiran Agama dan Politik,..., h. 125-

126. 
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Tujuan Negara Republik Indonesia 

Tujuan negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara 

jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia empat. Tujuan 

Negara Rwpublik Indonesia tersebut berbunyi: 

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilamn 

sosial. 

Dapat disimpulkan tujuan negara Republik Indonesia 

adalah bertujuan untuk perlindungan, kesejahtraan pencerdasan 

dan perdamaian.
8
 

 

B. Sistem Pemerintahan Menurut Amien Rais 

Pandangan Amien Rais tentang Pemerintahan yang 

didirikan dengen bimbingan Islam (Syari‟ah Islamiyah) 

mempunyai tujuan ganda yang tipikal, yaitu menjamin tegaknya 

keyakinan (ad-din) dan menjamin terpenuhinya kepentingan 

rakyat. Namun kedua tujuan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan 

                                                             
8
http://m-liputan6-com.cnd. Diunduh pada 8 mei 2019. 

http://m-liputan6-com.cnd/
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merupakan tujuan antara untuk mencapai kebahagiaan (falah) di 

akhirat. 

Tujuan pertama dicapai lewat prinsip-prinsip legislatif, 

yang meletakan aturan-aturan universal yang dapat mencakup 

berbagai kasus secara luas. Syekh Mahmud Syaltun dalam 

bukunya Islam : Aqidah wa Syari‟ah mengingatkan bahwa 

hukum-hukum yang tidak dapat diubah justru diterangkan secara 

mendetail, sedangkan yang dimungkinkan perubahannya 

dipaparkan secara ringkas. Bila kita mempelajari kaidah-kaidah 

ushul fiqh, kita akan segera mengetahui bahwa keluwesan dan 

keluasan hukum Islam – termasuk yang menyangkut pengelolaan 

negara dan pemerintah – tidak perlu diragukan lagi. 

Tujuan kedua dapat dicapai melalui apa yang dinamakan 

as-Siyasah asy-syar‟iyah, yaitu politik atau kebijakan untuk 

menerapkan Syari‟ah sesuai dengan konteks permasalahan, dan 

dalam hal ini Syar‟ah membolehkan penguasa untuk mencari 

pemecahan (solusi) terhadap berbagai masalah yang timbul 

secara luas, dalam arti boleh mengambil atau meminjam metode 

pemecahan dari mana saja untuk mencapai kesejahteraan rakyat.  
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Setiap solusi yang diambil – dari mana pun datangnya, 

selama tidak menabrak batas-batas konseptual Islam – dengan 

sendirinya diprolehkan oleh Syari‟ah. Tetapi, dalam hal ini harus 

dibedakan antara pengambilan suatu praktis berdasarkan 

kebutuhan dan menjatuhkan diri kedalam sikap inferioritas 

terhadap sistem intelektual dan idiologi yang menjadi basis 

idiologi tersebut. 

Dari uraian diatas menunjukan bahwa pemerintahan 

yang menimba inspirasi, motivasi dan bimbingan Islam, sangat 

berbeda dengan pemerintahan sekular. Pemerintahan sekular juga 

mempunyai tujuan yang biasanya disebut sebagai kepentingan 

umum (public interest). Tetapi konsep tentang kepentingan 

umum itu berbeda antara negara satu dengan negara lain, sesuai 

dengan filsafah politik serta dengan gagasan-gagasan sosio-

ekonomi yang dianut masing-masing. Kepentingan umum dalam 

negara sekular sepenuhnya berwatak keduniaan (temporal), 

sehingga kosong dari nilai-nilai spiritual-keagamaan, dan 

biasanya sangat bergantung pada corak kehidupan sosial dan 

politik yang sedang berkembang. Disinilah letak perbedaan antara 
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pemerintahan sekuler dengan pemerintahan Islami, karena yang 

disebut belakangan ini menentukan peneguhan keyakinan (the 

establishment of faith) sebagai tujuannya. Di samping itu 

kepentingan umum tidak ditentukan oleh kemauan penguasa, juga 

tidak ditentukan oleh sekadar nafsu atau opini masyarakat, 

melainkan telah digariskan pokok-pokoknya oleh Syari‟ah.
9
 

Pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam 

yang demokratis menurut Amin Rais mencirikan lima hal; 

pertama, pemerintahan harus dilandasi pada keadilan. Ini 

bermakna tidak hanya keadilan dan kesetaran didepan hukum, 

tetapi juga keadilan sosial dan ekonomi. Keadilan adalah 

merupakan nilai yang penting dalam hukum islam. Kedua, sistem 

politik harus dilandasan pada prinsip syura dan musyawarah. Ini 

berati para pemimpin politik hanyalah abdi rakyat dan harus di 

pilih oleh rakyat dalam pemilihan yang bebas. Sebuah monarki, 

misalnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Suatu 

kerajaan yang rajanya menjadi pigur simbolis dan kekuasan sejati 

                                                             
9
 M. Amien Rais, Cakrawala Islam,..., h. 53-54. 
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terletak di tangan rakyat adalah jauh lebih baik dari sudut 

pandang Islam dari pada sebuah monarki absolut. 

Ketiga, terdapat prinsip kesetaraan. Islam tidak 

memperbedakann orang atas dasar gender, etnik, warna kulit, 

atau latar belakang sejarah, sosila atau ekonomi, dan lain-lain. 

Islam mengajarkan hidup berdampingan secara damai dengan 

non-Muslim. kesetaraan di maksudkan sebagai kesetaraan dalam 

hukum, bukan dalam arti faktual. Kesetaraan faktual 

mengindikasikan tidak ada perbedaan sama sekali diantara orang-

orang ini adalah ide komunis yang harus di tulis. Keempat, 

kebebasan didefinisikan sebagai kebebasan berpikir, kebabasan 

beragama, kebebasan berbicara, hak mendapat pendidikan dan 

pekerjaaan, hak untuk hidup dalam kebebasan dalam keamanan, 

kebebasan mengadakan gerakan, dan sebagainya. Kebabasan 

dasarnya adalah kebebasan berpikir dan hak untuk memilih, yang 

bersifat mendasar dalam Islam. Bahkan kebebasan untuk menjadi 

seorang ateispun disediakan oleh hukum islam, sepanjang sang 

ateis tidak mengganggu tatanan publik. 
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Kelima, para pemimpin bertanggungjawab kepada rakyat 

atas kebijakan-kebijakan mereka. Sebuah pemerintah yang 

bertidak secara amoral dan menidas harus digulingkan. 

Pemerintah yang mencerminkan moral Islam harus 

bertindak berdasarkan nilai-nilai keadilan. Pemertintah yang adil 

akan mampu mendistribusikan banyak kebaikan kepada 

rakayatnya, mendengar asprasi dari masyarakat baik yang 

termasuk dalam kategori kehidupan sosial ekonomi yang mapan 

maupun mereka yang berda dalam kondisi sosial ekonomi lemah 

atau kaum dhu’afa. Pemerinatahan yang berlaku adil terhadap 

seluruh komponen masyrakat yang dipimpinnya adalah 

merupakan cerminan dari ajaran moral-etik Islam. Untuk 

mewujudakan kehidupan yang mencerimkan prinsip-prinsip 

kesetaraan, kesejajaran dan kebersamaan antara semua golongan 

harus didukung oleh demokratisasi politik, ekonomi, hukum yang 

berpihak diatas pengadilan masyrakat, karena itu masyarakat 

harus menyerukan gagasan tersebut agar dapat tercipta 

pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
10

 

                                                             
10

 Fatahullah Jurdi, Politik Islam,...,h. 241. 
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Sistem Pemerintahan Indonesia 

Bagaimana yang kita ketahui Sistem pemerintahan 

adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen 

yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam 

mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. 

Sesuai dengan kondisi negara masing-masing sistem ini 

dibedakan menjadi : 

1) Presidensial 

2) Parlamenter 

3) Semipresidensial 

4) Komunis 

5) Demokrasi liberal 

6) Liberal
11

 

Berdasarkan Undang-undang  Dasar 1945 Indonesia 

adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan 

Presidensial. Namun perjalannya, indonesia pernah menerapkan 

                                                             
11

http://id.m.wikipedia.0rg/wiki/sistem-pemerintahan.diunduh pada 8 

mei 2019. 

http://id.m.wikipedia.0rg/wiki/sistem-pemerintahan.diunduh
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sistem pemerintahan parlamenter karena kondisi dan alasan yang 

ada pada waktu itu.
12

 

Sedangkan menurut Amien Rais sistem pemerintahan 

yang demokratis yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam 

(Syari‟ah), yang mencirikan lima hal di atas, agar dapat 

terciptanya pemerintahan yang berpihakpada kepentingan 

rakyatnya. 

C. Pandangan Amien Rais tentang Agama dan Negara 

Ummat Islam dituntut untuk mengambil peranan sejarah 

yang lebih aktif. Qur’an dan Sunnah mempunyai pesan yang 

lugas: di mana saja dan kapan saja, ummat Islam harus berbuat 

kebajikan. Dus, komitmen Muslim adalah komitmen yang sangat 

mendasar. Sesuai dengan potensinya yang cukup menentukan 

seyogyanya ummat Islam tidak sekedar dikooptasi dengan 

peranan-peranan kosmetik, tetapi di ajak “sharing” untuk ikut 

                                                             
12

 http//sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/diunduh pada 8 

Mei 2019. 
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bertanggung jawab dalam perjalanan bangsa Indonesia di masa 

depan.
13

 

Amien Rais adalah sebagai salah seorang cendikiawan 

generasi baru seangkatan dengan Nurkholis Madjid, 

Abdurrahman Wahid, ataupun Jalaluddin Rahmat yang ternyata 

memiliki konsep tersendiri tentang Negara Islam.  

Sebagaimana beliau Istilahkan “tidak perlu” ada negara 

Islam, namun yang lebih penting adalah bagaimana Islam itu 

sendiri dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam sebuah negara 

dimanapun didunia ini.
14

 

Pemikiran Amien Rais tentang negara Islam ini tentu saja 

tidak bisa dilepaskan dengan bacaan ataupun literatur yang 

selama ini ia pelajari. Mungkin juga ia terpengaruh peikiran 

sebelumnya yang menjadi idola dan akibat pemikirannya. Konsep 

serta pemikiran tentang negara Islam secara lengkap pernah 

diungkapkan secara lengkap dalam majalah Panjima, No 

379/1982, seperti berikut: 

                                                             
13

 M. Amien Rais, Islam di Indonesia, Suatu Ikhtiar Mengaca Diri, ( 

Jakarta, Rajawali, 1986), h. XV. 
14

 Ahmad Bahar, Biografi Cendikiawan Politik Amien Rais,..., h.64. 
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Sepengatahuan saya kata imamah tidak terdapat secara 

tertulis dalam Al-Qur’an. Tetapi kalau kata imamah dimaksudkan 

sebagai kepemimpinan yang harus diikuti oleh umat Islam, hal itu 

jelas ada dalam Al-Qur’an. Artinya, pemimpin yang benar, yang 

terdiri dari manusia-manusia atau pemimpin yang menggunakan 

Islam sebagai patokan kepemimpinannya, bukannya 

kepemimpinan orang-orang yang munafik dan kafir.  

Sedangkan Khilafah, menurut saya adalah suatu misi 

kaum muslimin yang harus ditegakan dimuka bumi ini untuk 

memakmurkan sesuai petunjuk dan peraturan perintah Allah 

SWT. Maupun Rasul-Nya. Adapun cara pelaksanaannya Al-

Qur’an tidak menunjukan secara terperinci, tetapi dalam bentuk 

global saja. 

“Islami State” atau negara Islam, saya kira tidak ada 

dalam Al-Qur’an, maupun dalam Al Sunnah. Oleh karena itu, 

tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakan Negara Islam. 

Yang lebih penting adalah selama suatau negara menjalankan 

suatu etos Islam, kemudian menegakan keadilan sosial dan 

menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh dari 
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eksploitasi golongan atas golongan lain, berarti menurut Islam 

sudah dipandang Negara yang baik. Apakah artinya suatu negara 

menggunakan Islam sebagai dasar negara, kalau ternyata hanya 

formalitas kosong? Beberapa negara di Timur tengah memang 

berdasarkan negara Islam, tetapi benarkah sesungguhnya mereka 

menjalankan syari’ah Islam sebagaimana mestinya? Saudi 

Arabia, misalnya, tidak punya konstitusi, suatu negara yang aneh 

dalam zaman modern ini, dan para pemimpinnya menyatakan 

toidak perlu konstitusi karena mereka sudah mempunyai sandaran 

syari‟ah Islam. Ya, mereka boleh saja berkata begitu sempit dan 

sangat jauh dari idealisme Islam itu sendiri. Seperti prinsip-

prinsip monarki Saudi Arabia itu sudah bertabrakan dengan 

prinsip-prinsip ajaran Islam di bidang kemasyarakatan dan 

politik. Karena kalau kita lihat sejak khilafah-khilafah yang 

menggantikan Nabi Muhammad SAW., sistemnya bukan monarki 

yang absolut, melainkan monarki yang menggunakan sistem 

pemilihan. Adapun dinasti umayyah dan Abbasiyah yang 

menegakan kesultanan itu, sesungguhnya mereka sudah lari dari 

dasar-dasar ajaran Islam bagaimana halnya Indonesia? Menurut 
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pandangan saya, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam 

dan semua sila itu dipraktekkan, itu sudah bagus sekali. Tetapi 

kalo pancasila hanya merupakan formalitas kosong juga, tentu 

keadaan demikian harus kita perbaiki bersama. Islam amat 

menekankan konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa 

yang dikerjakan.  

Bagi muslimin Indonesia, akan sudah berbahagia kalo 

pancasila yang indah itu benar-benar dipraktikan secara 

konsisten. Dengan demikian sudah berarti sebagian ajaran Islam 

dijalankan. 

Dengan demikian sudah jelas bahwa Amien Rais dengan 

tegas memberi penjelasan bahwa tidak ada negara Islam akan 

tetapi bahwa sebuah negara harus menegakan etos atau sendi-

sendi Islam meski ditempuh dan diupayakan. Dalam hal ini 

Amien Rais memang tidak berbicara formalisasi Islam, tetapi 

lebih mementingkan fungsi serta manfaat penerapan ajaran Islam 

dalam proses penyelenggaraan pemerintah. 
15
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Menurut Amien Rais mengakibatkan “Negara Islam” 

hanya cocok pada Abad ke-7, sebuah model yang dengan cepat 

akan menjadi ketinggalan dan tidak akan mampu memecahkan 

problem-problem modern sesuai dengan dinamika 

kemasyarakatan. Namun demikian tidak berarti bahwa umat 

Islam dapat mendirikan negara menurut kehendaknya sendiri dan 

mengabaikan prinsip-prinsip Islam, karena hal semacam itu akan 

mengakibatkan berdirinya negara sekuler, tanpa dimensi spritual 

dan kecendrungan pada kehidupan materiallistik. Prinsip-prinsip 

Islam itu adalah keadilan, musyawarah dan persaudaraan atau 

persamaan. Rais menambahkan “kebebasan” sebagai salah satu 

dari nilai-nilai politik Islam. Amien Rais juga menegaskan 

pentingnya Syariah sebagai sumber hukum atau pola hidup dalam 

masyarakat Islam.
16
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